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ABSTRAK 

 

Ahmad Sofyan 201510115232, Tinjauan hukum tentang pembagian harta gono-

gini menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan. Dengan 

kasus yang penulis angkat tentang pembagian harta bersama (gono-gini) setelah 

perceraian, kasus pembagian harta bersama ini terjadi karena adanya ketidak puasan 

dengan salah satu pihak yang bernama Cencen kurniawan ia merasa tidak adil dalam 

pembagian harta bersama tersebut. Dalam hal ini pihak lawan adalah mantan istrinya 

sendiri yang bernama Rina Nurjaya yang memegang harta harta tersebut hampir 

semua bagian dari pihak mantan suaminya yang meliputi barang yang bergerak, 

maupun yang tak bergerak seperti, Tanah seluas 5.500m2 dan sebuah mobil X-TRL 

2,5 nomor polisi DK 1793 IW dan mesin kopi (coffe). Akan tetapi dalam pradilan 

perdata tersebut telah putus di Pengadilan Negeri Denpasar yang belum berkekuatan 

hukum tetap, harta yang sebutkan diatas adalah bawaan milik pihak Rina Nurjaya 

dengan pertimbangan hakim harta tersebut bukanlah harta perolehan perkawinan 

melainkan harta bawaan milik Rina Nurjaya yang di dapat dari orang tua Rina 

Nurjaya dalam bentuk sebuah saham PT. Kuta Seavieu Cottage. 

Dalam hal ini penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana pertimbangan hakim 

dalam memeriksa atas sengketa pembagian harta gono-gini dalam putusan nomor 

2484 K/Pdt/2015. Dengan ini penulis bertujuan Untuk mengetahui hukum 

pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian yang terkandung di dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. tentang perkawinan pasal 35 harta benda 

dalam perkawinan dan Penelitian ini untuk mengetahui memahami dan menganalisis 

kedudukan hukum (legal standing) yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1947.  

Dengan cerita singkat diatas penulis bisa menyimpulkan bahwa Harta Bersama 

merupakan harta yang berhasil dikumpulkan selama Perkawinan antara suami dan 

istri, jika suami istri berpisah karena perceraian maka harta tersebut harus dibagi ½ 

(seperdua) bagian untuk suami, ½ (seperdua) bagian untuk istri, lain dengan harta 

bawaan yang dikumpulkan sebelum perkawinan dilangsungkan maka harta tersebut 

menjadi hak secara penuh dalam pengelolaan harta dikumpulkan sebelum 

perkawinan. 

Kata kunci: Harta bersama, Pengadilan Negeri, keadilan, Undang-Undang.  
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ABSTRACT 

 

Ahmad Sofyan 201510115232, Legal review regarding the distribution of assets 

according to Law number 1 of 1974 concerning marriage. With the case that the 

writer raised about the division of shared assets (gono-gini) after the divorce, the 

case of sharing of shared assets occurred due to dissatisfaction with one of the parties 

named Cencen kurniawan he felt unfair in the distribution of shared assets. In this 

case the opposing party is his own ex-wife named Rina Nurjaya who holds the assets 

of almost all parts of the ex-husband's party which includes movable and immovable 

property such as, a land of 5,500m2 and an X-TRL 2.5 car DK 1793 IW police 

number and coffee machine (coffee). However, the civil court has broken up in the 

Denpasar District Court which has no permanent legal force, the property mentioned 

above is inherited belonged to Rina Nurjaya with the consideration that the judge's 

treasure is not the acquisition of marital property but the inherited property of Rina 

Nurjaya which was obtained from Rina's parents. Nurjaya in the form of a share of 

PT. Kuta Seavieu Cottage. 

In this case the writer formulates the problem, namely how judges considerations in 

examining disputes over the division of assets in the decision number 2484 K / Pdt 

/ 2015. The author aims to find out the law of sharing shared assets after a divorce 

is contained in Law Number 1 of 1974. concerning marriage Article 35 assets in a 

marriage and this research is to find out understanding and analyzing the legal 

standing that has been arranged in Law Number 1 of 1947. 

With the short story above the writer can conclude that the Joint Treasure is a 

treasure that was collected during the marriage between husband and wife, if 

husband and wife are separated due to divorce then the property must be divided by 

½ (one-half) part for the husband, ½ (one-half) part for the wife, other with inherited 

assets collected before the marriage takes place, the assets become full rights in the 

management of assets collected before the marriage. 

Keywords: Joint assets, District Court, justice, Law. 
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